
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR  24  TAHUN  2009 2009 

TENTANG 

BENDERA, BAHASA, DAN LAMBANG NEGARA,  

SERTA LAGU KEBANGSAAN 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

 

Menimbang : a. bahwa bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu 
kebangsaan Indonesia merupakan sarana pemersatu, 
identitas, dan wujud eksistensi bangsa yang menjadi 
simbol kedaulatan dan kehormatan negara sebagaimana 
diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

b. bahwa bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu 
kebangsaan Indonesia merupakan manifestasi 
kebudayaan yang berakar pada sejarah perjuangan 
bangsa, kesatuan dalam keragaman budaya, dan 
kesamaan dalam mewujudkan cita-cita bangsa dan 
Negara Kesatuan Republik Indonesia; 

c. bahwa pengaturan tentang bendera, bahasa, dan lambang 
negara, serta lagu kebangsaan Indonesia belum diatur di 
dalam bentuk undang-undang; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu 
membentuk Undang-Undang tentang Bendera, Bahasa, 
dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan; 

Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 36A, Pasal 36B, 
dan Pasal 36C Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

  Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

dan 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

  MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : UNDANG-UNDANG  TENTANG  BENDERA, BAHASA, DAN 

LAMBANG NEGARA, SERTA LAGU KEBANGSAAN. 

 

BAB I . . . 
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BAB I  

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 
 

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 

1. Bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia yang 
selanjutnya disebut Bendera Negara adalah Sang Merah 
Putih. 

2. Bahasa Negara Kesatuan Republik Indonesia yang 
selanjutnya disebut Bahasa Indonesia adalah bahasa 
resmi nasional  yang digunakan di seluruh wilayah 
Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

3. Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia yang 
selanjutnya disebut Lambang Negara adalah Garuda 
Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. 

4. Lagu Kebangsaan Negara Kesatuan Republik Indonesia 
yang selanjutnya disebut Lagu Kebangsaan adalah 
Indonesia Raya. 

5. Panji adalah bendera yang dibuat untuk menunjukkan 
kedudukan dan kebesaran suatu jabatan atau 
organisasi. 

6. Bahasa daerah adalah bahasa yang digunakan secara 
turun-temurun oleh warga negara Indonesia di daerah-
daerah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

7. Bahasa asing adalah bahasa selain Bahasa Indonesia 
dan bahasa daerah. 

8. Menteri adalah menteri yang menangani urusan 
pemerintahan di bidang pendidikan. 

9. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah 
adalah Presiden yang memegang kekuasaan 
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

10. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau 
walikota dan perangkat daerah sebagai unsur 
penyelenggara pemerintahan daerah. 

 

 
Pasal 2 . . . 
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Pasal 2 
 

Pengaturan bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu 
kebangsaan sebagai simbol identitas wujud eksistensi bangsa 
dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan 
berdasarkan asas: 

a. persatuan; 
b. kedaulatan; 
c. kehormatan; 

d. kebangsaan; 
e. kebhinnekatunggalikaan; 
f. ketertiban; 

g. kepastian hukum; 

h. keseimbangan; 

i. keserasian; dan 

j. keselarasan. 

 
Pasal 3 

 
Pengaturan bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu 
kebangsaan bertujuan untuk: 

a. memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia; 

b. menjaga kehormatan yang menunjukkan kedaulatan 
bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan 

c. menciptakan ketertiban, kepastian, dan standardisasi 
penggunaan bendera, bahasa, dan lambang negara, serta 
lagu kebangsaan. 

 
 

BAB II 

BENDERA NEGARA 
 

Bagian Kesatu 

Umum 
 

Pasal 4 
 

(1) Bendera Negara Sang Merah Putih berbentuk empat 
persegi panjang dengan ukuran lebar 2/3 (dua-pertiga) 
dari panjang serta bagian atas berwarna merah dan 
bagian bawah berwarna putih yang kedua bagiannya 
berukuran sama. 

(2) Bendera . . . 
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(2) Bendera Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dibuat dari kain yang warnanya tidak luntur. 

(3) Bendera Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dibuat dengan ketentuan ukuran: 

a. 200 cm x 300 cm untuk penggunaan di lapangan 
istana kepresidenan; 

b. 120 cm x 180 cm untuk penggunaan di lapangan 
umum; 

c. 100 cm x 150 cm untuk penggunaan di ruangan; 

d. 36 cm x 54 cm untuk penggunaan di mobil Presiden 
dan Wakil Presiden;  

e. 30 cm x 45 cm untuk penggunaan di mobil pejabat 
negara; 

f. 20 cm x 30 cm untuk penggunaan di kendaraan 
umum; 

g. 100 cm x 150 cm untuk penggunaan di kapal; 

h. 100 cm x 150 cm untuk penggunaan di kereta api; 

i. 30 cm x 45 cm untuk penggunaan di pesawat udara; 
dan 

j. 10 cm x 15 cm untuk penggunaan di meja. 

(4) Untuk keperluan selain sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3), bendera yang merepresentasikan Bendera 
Negara dapat dibuat dari bahan yang berbeda dengan 
bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ukuran 
yang berbeda dengan ukuran sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3), dan bentuk yang berbeda dengan bentuk 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

 

Pasal 5 
 

(1) Bendera Negara yang dikibarkan pada Proklamasi 
Kemerdekaan Bangsa Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 
di Jalan Pegangsaan Timur Nomor 56 Jakarta disebut 
Bendera Pusaka Sang Saka Merah Putih. 

(2) Bendera Pusaka Sang Saka Merah Putih disimpan dan 
dipelihara di Monumen Nasional Jakarta. 

 

Bagian Kedua 

Penggunaan Bendera Negara 
 

Pasal 6 
 

Penggunaan Bendera Negara dapat berupa pengibaran 
dan/atau pemasangan. 
 

Pasal 7 . . . 
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Pasal 7 
 

(1) Pengibaran dan/atau pemasangan Bendera Negara 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan pada 
waktu antara matahari terbit hingga matahari terbenam. 

(2) Dalam keadaan tertentu pengibaran dan/atau 
pemasangan Bendera Negara dapat dilakukan pada 
malam hari. 

(3) Bendera Negara wajib dikibarkan pada setiap peringatan 
Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia tanggal 17 Agustus 
oleh warga negara yang menguasai hak penggunaan 
rumah, gedung atau kantor, satuan pendidikan, 
transportasi umum, dan transportasi pribadi di seluruh 
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan di 
kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. 

(4) Dalam rangka pengibaran Bendera Negara di rumah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemerintah daerah 
memberikan Bendera Negara kepada warga negara 
Indonesia yang tidak mampu. 

(5) Selain pengibaran pada setiap tanggal 17 Agustus 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bendera Negara 
dikibarkan pada waktu peringatan hari-hari besar 
nasional atau peristiwa lain. 

 

Pasal 8 
 

(1) Pengibaran Bendera Negara pada peristiwa lain 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) secara 
nasional diatur oleh menteri yang tugas dan tanggung 
jawabnya berkaitan dengan kesekretariatan negara. 

(2) Pengibaran Bendera Negera pada peristiwa lain 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) di daerah, 
diatur oleh kepala daerah. 

 
Pasal 9 

 

(1) Bendera Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 
ayat (1) wajib dikibarkan setiap hari di: 

a. istana Presiden dan Wakil Presiden; 

b. gedung atau kantor lembaga negara; 

c. gedung atau kantor lembaga pemerintah; 
d. gedung atau kantor lembaga pemerintah 

nonkementerian; 
e. gedung atau kantor lembaga pemerintah daerah; 

f. gedung . . . 
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f. gedung atau kantor dewan perwakilan rakyat 
daerah; 

g. gedung atau kantor perwakilan Republik Indonesia 
di luar negeri; 

h. gedung atau halaman satuan pendidikan; 

i. gedung atau kantor swasta; 

j. rumah jabatan Presiden dan Wakil Presiden; 

k. rumah jabatan pimpinan lembaga negara; 

l. rumah jabatan menteri; 

m. rumah jabatan pimpinan lembaga pemerintahan 
nonkementerian; 

n. rumah jabatan gubernur, bupati, walikota, dan 
camat; 

o. gedung atau kantor  atau rumah jabatan lain; 

p. pos perbatasan dan pulau-pulau terluar di wilayah 
Negara Kesatuan Republik Indonesia; 

q. lingkungan Tentara Nasional Indonesia dan 
Kepolisian Republik Indonesia; dan 

r. taman makam pahlawan nasional. 

(2) Penggunaan Bendera Negara di lingkungan Tentara 
Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q diatur 
tersendiri oleh pimpinan institusi dengan berpedoman 
pada Undang-Undang ini; 

(3) Penggunaan Bendera Negara di kantor perwakilan negara 
Republik Indonesia di luar negeri sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf g dilakukan dengan berpedoman 
pada Undang-Undang ini. 

(4) Dalam hal Bendera Negara sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf g digunakan di luar gedung atau kantor 
perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dilakukan 
sesuai dengan peraturan penggunaan bendera asing 
yang berlaku di negara yang bersangkutan. 

 
Pasal 10 

 
(1) Bendera Negara wajib dipasang pada: 

a. kereta api yang digunakan Presiden atau Wakil 
Presiden; 

b. kapal milik Pemerintah atau kapal yang terdaftar di 
Indonesia pada waktu berlabuh dan berlayar; atau 

c. pesawat terbang milik Pemerintah atau pesawat 
terbang yang terdaftar di Indonesia. 

(2) Pemasangan . . . 
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(2) Pemasangan Bendera Negara di kereta api sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a ditempatkan di sebelah 
kanan kabin masinis. 

(3) Pemasangan Bendera Negara sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf b ditempatkan di tengah anjungan 
kapal. 

(4) Pemasangan Bendera Negara sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf c ditempatkan di sebelah kanan ekor 
pesawat terbang. 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemasangan 
Bendera Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a, huruf b, dan huruf c diatur dengan Peraturan 
Presiden. 

 
Pasal 11 

 

(1) Bendera Negara dapat dikibarkan dan/atau dipasang 
pada: 

a. kendaraan atau mobil dinas; 

b. pertemuan resmi pemerintah dan/atau organisasi; 

c. perayaan agama atau adat; 

d. pertandingan olahraga; dan/atau  

e. perayaan atau peristiwa lain. 

(2) Bendera Negara dipasang pada mobil dinas Presiden, 
Wakil Presiden, Ketua Majelis Permusyawatan Rakyat, 
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua Dewan 
Perwakilan Daerah, Ketua Mahkamah Agung, Ketua 
Mahkamah Konstitusi, Ketua Badan Pemeriksa 
Keuangan, menteri atau pejabat setingkat menteri, 
Gubernur Bank Indonesia, mantan Presiden, dan 
mantan Wakil Presiden sebagai tanda kedudukan. 

(3) Bendera Negara sebagai tanda kedudukan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dipasang di tengah-tengah pada 
bagian depan mobil. 

(4) Dalam hal pejabat tinggi pemerintah negara asing 
menggunakan mobil yang disediakan Pemerintah, 
Bendera Negara dipasang di sisi kiri bagian depan mobil. 

 
Pasal 12 

 

(1) Bendera Negara dapat digunakan sebagai: 

a. tanda perdamaian; 

b. tanda berkabung; dan/atau 

c. penutup peti atau usungan jenazah. 

(2) Bendera . . . 
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(2) Bendera Negara sebagai tanda perdamaian sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan apabila 
terjadi konflik horizontal di wilayah Negara Kesatuan 
Republik Indonesia. 

(3) Dalam hal Bendera Negara sebagai tanda perdamaian 
dikibarkan pada saat terjadi konflik horizontal 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setiap pihak yang 
bertikai wajib menghentikan pertikaian. 

(4) Bendera Negara digunakan sebagai tanda berkabung 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b apabila 
Presiden atau Wakil Presiden, mantan Presiden atau 
mantan Wakil Presiden, pimpinan atau anggota lembaga 
negara, menteri atau pejabat setingkat menteri, kepala 
daerah, dan/atau pimpinan dewan perwakilan rakyat 
daerah meninggal dunia. 

(5) Bendera Negara sebagai tanda berkabung sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) dikibarkan setengah tiang. 

(6) Apabila Presiden atau Wakil Presiden sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) meninggal dunia, pengibaran 
Bendera Negara setengah tiang dilakukan selama tiga 
hari berturut-turut di seluruh wilayah Negara Kesatuan 
Republik Indonesia dan semua kantor perwakilan 
Republik Indonesia di luar negeri. 

(7) Apabila pimpinan lembaga negara dan menteri atau 
pejabat setingkat menteri sebagaimana dimaksud pada 
ayat (4) meninggal dunia, pengibaran Bendera Negara 
setengah tiang dilakukan selama dua hari berturut-turut 
terbatas pada gedung atau kantor pejabat negara yang 
bersangkutan. 

(8) Apabila anggota lembaga negara, kepala daerah 
dan/atau pimpinan dewan perwakilan rakyat daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meninggal dunia, 
pengibaran Bendera Negara setengah tiang dilakukan 
selama satu hari, terbatas pada gedung atau kantor 
pejabat yang bersangkutan. 

(9) Dalam hal pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
meninggal dunia di luar negeri, pengibaran Bendera 
Negara setengah tiang dilakukan sejak tanggal 
kedatangan jenazah di Indonesia. 

(10) Pengibaran Bendera Negara setengah tiang sebagaimana 
dimaksud pada ayat (9) dilakukan sesuai dengan 
kententuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ayat 
(7), dan ayat (8). 

(11) Dalam . . . 
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(11) Dalam hal Bendera Negara sebagai tanda berkabung 
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersamaan dengan 
pengibaran Bendera Negara dalam rangka peringatan 
hari-hari besar nasional, dua Bendera Negara dikibarkan 
berdampingan, yang sebelah kiri dipasang setengah tiang 
dan yang sebelah kanan dipasang penuh. 

(12) Bendera Negara sebagai penutup peti atau usungan 
jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 
dapat dipasang pada peti atau usungan jenazah Presiden 
atau Wakil Presiden, mantan Presiden atau mantan 
Wakil Presiden, anggota lembaga negara, menteri atau 
pejabat setingkat menteri, kepala daerah, anggota dewan 
perwakilan rakyat daerah, kepala perwakilan diplomatik, 
anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian 
Republik Indonesia yang meninggal dalam tugas, 
dan/atau warga negara Indonesia yang berjasa bagi 
bangsa dan negara. 

(13) Bendera Negara sebagai penutup peti atau usungan 
jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dipasang 
lurus memanjang pada peti atau usungan jenazah, 
bagian yang berwarna merah di atas sebelah kiri badan 
jenazah. 

(14) Bendera Negara sebagai penutup peti atau usungan 
jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (13) setelah 
digunakan dapat diberikan kepada pihak keluarga. 

 
Bagian Ketiga 

Tata Cara Penggunaan Bendera Negara 

Pasal 13 

(1) Bendera Negara dikibarkan dan/atau dipasang pada 
tiang yang besar dan tingginya seimbang dengan ukuran 
Bendera Negara. 

(2) Bendera Negara yang dipasang pada tali diikatkan pada 
sisi dalam kibaran Bendera Negara. 

(3) Bendera Negara yang dipasang pada dinding, dipasang 
membujur rata. 

 
Pasal 14 

 
(1) Bendera Negara dinaikkan atau diturunkan pada tiang 

secara perlahan-lahan, dengan khidmat, dan tidak 
menyentuh tanah. 

(2) Bendera . . . 
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(2) Bendera Negara yang dikibarkan setengah tiang, 
dinaikkan hingga ke ujung tiang, dihentikan sebentar 
dan diturunkan tepat setengah tiang. 

(3) Dalam hal Bendera Negara sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) hendak diturunkan, dinaikkan terlebih dahulu 
hingga ujung tiang, dihentikan sebentar, kemudian 
diturunkan. 

 
Pasal 15 

 
(1) Pada waktu penaikan atau penurunan Bendera Negara, 

semua orang yang hadir memberi hormat dengan berdiri 
tegak dan khidmat sambil menghadapkan muka pada 
Bendera Negara sampai penaikan atau penurunan 
Bendera Negara selesai. 

(2) Penaikan atau penurunan Bendera Negara sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dapat diiringi Lagu Kebangsaan 
Indonesia Raya. 

 
Pasal 16 

 
(1) Dalam hal Bendera Negara dikibarkan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Bendera Negara 
ditempatkan di halaman depan, di tengah-tengah atau di 
sebelah kanan gedung atau kantor, rumah, satuan 
pendidikan, dan taman makam pahlawan. 

(2) Dalam pertemuan atau rapat yang menggunakan 
Bendera Negara: 
a. apabila dipasang pada dinding, Bendera Negara 

ditempatkan rata pada dinding di atas sebelah 
belakang pimpinan rapat; 

b. apabila dipasang pada tiang, Bendera Negara 
ditempatkan di sebelah kanan pimpinan rapat atau 
mimbar. 

Pasal 17 

(1) Dalam hal Bendera Negara dikibarkan atau dipasang  
secara berdampingan dengan bendera negara lain, 
ukuran bendera seimbang dan ukuran tiang bendera 
negara sama. 

(2) Bendera Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dikibarkan sebagai berikut: 

a. apabila ada satu bendera negara lain, Bendera 
Negara ditempatkan di sebelah kanan; 

b. apabila . . . 


